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LILT

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINA$ PENGENDALIAN PENDuDUK, KELUARGA BERElucANtrA,

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAI{. DAERAH

, PROVITIISI SUMATERA BARAT

NOMOR: 17 1 / 1,8 1 /DPP![BKPS.6/VV2O18

TENTAI{G

PEMAN FAATAN NOMO R IN DU'K KEPEI{ D[' DU KAN, DATA KEPEN DIJ DU KAI\I

DAN KARTU TANDA PENDUDUtr ELEKTRONIK DALAtrT TAYAT{AIU LINGKUP TUGAS

BADAN KEPEGAWAI,AIU DAERAFI PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh Lima Bulan Jun! tahun dua ribu delapan belas yang

bertanda tangan di bawah ini:

L. i\lama : H, Novrla!, S.E., M.A., Akt.
Alamat : Jl. Rasuna Said No. Sl Padang
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Provinsisumatera Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk, Ketuarga
Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya
disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Yulitar, S.!1,
Alamat ; Jl. Batang Antokan No. 4 Padang
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsisumatera Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera
Barat yang selanjutnya disebut PTHAK KEDIJA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya $ecara bersama-sama disebut
PARA PiHAt{, terlebi h da hu i u meneran gka n seba gai neritrut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerlntah Provins!sumatera Barat dibidang
kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi
Sumatera Barat;

2, bahwa Pll'lAK KEDUA adalah unsur pelaksana Femerintah Provins! Sumatera Barat clibidang
kebijakan formasi, sistem infoimasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan,
kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN, serta tqgas pemlantuan yang bertanggung jawab
ltepada Gubernur Provinsi $umatera Barat;
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3. bahwa untuk menindaklanjuti lzin Gubernur Sumatera Barat Nomor
479/S7S/DPPKBKPS.5/XI/2OL7 Tanggal .14. Novemiber 2OL7 tentang Pemanfaatan NlK,

KTP-el dan data Kependudukan atas Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 8OO/4562/BKD/I-2OL7 Tanggal 16 Oktober 2OLT perihal
Permohonan lzin Hak Akses dan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan & KTPcl.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan selragaiberikut:

1,. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 ,tentang Adrninistrasi Kependudukan (Lembaran
Itegara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 724,Tambahan l-ernbaran Negara Republik
lndonesia No.nor +OZ+1, sebagaimana telah diubah dengan Llndang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nonror 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5475);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pelaksanaan Undang-Undang lrlomor
23 Tahun 2ACG tentailg Administras! Kependudukan (Lembaran hlegara Republik lndonesia
Tahun 2OO7 lrlomor 8O, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4736)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Femerintah Nomor 1O2 Tahun 2OL2
(Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2AL2 Nomor 265, Tambahan Lembaran
I\legara Republik Indonesia Nomor 5373);

3. Peraturan Presidert Nomor 26 Tahun 2OO9 tentang Pen'erapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor lnduk Kependudukan Secara Nisional, sehagaimana telah dlubah
beberapa kati, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2OL3 (Lembaran
Negara Repubtik tndonesia Tahun 2O13 Nom or 2SZ);

4. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 61 Tahun 2OLS tentang Fersyaratan, Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nornor lnduk
Kependudukan (l\lK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 51 Tahun 2O17 tentang pemanfaatan Data
Kependudukan Tingkat provinsi Sumatera Barat;

PARA flIAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pemanfaatan hlomor lndu6
Kependudukan, Data Kependudukan- Din xartu Tanda penosJir< El;tii;;;it Dalam Layanan
Lingkup Tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan s*nagaiberikut:

Mak",IrTll,"r,,,.,

y"'5'g -qan 
tujuan Perjanjian Kerja sama ini adatah untuk mengefektifkan fungsi dan peranPARA PIH'AK dalam pemanfaatan Nomor lnduk repe,nouaukan, Data Kependudukan dan KartuTanda Penduduk Elektronik-

pasal 2

Ruang tingkup perjanjian Kerja sama ,r, ff;fr:*tllrrr,r, ,

a. Nomor lnduk Kependudukan (NtK);b. Data Kependudukan; dan
c. Kartu Tanda penduduk Elektronik (KTp_el).

pemanfaaran Nomor rnduk o-Ifffilfrkan, Dara Kependudukam dan
Kartu Tanda penduduk Elektronlk, l. v.lrll

Pemanfaatan Iril K, Data Kepen duduka n da n KTp-er dalam r angkamengefektif kan:
a' 

f#[:-TjiH $fill 
u"'"tima manfaat dengan mengsunakan database kependudukan yang
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Validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan datam lingkup layanan PIHAK KEDI.JA

dengan menggunakan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el; dan

Perencanaan program kegiatan PIHAK KED!,rA dengan menggunakan data agregat
kependudukan;

Pasal 4
Kewajiban PARA PIHAK

PlllAK KESATU rnempunyai kewajiban untuk:
a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan kepada PIHAK KEDUA

berupa nomor KK, NlK, narna lengkap, jenis ketamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun
lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerja'an, NIK ibu kandung, nama
ibu kandung, NIK ayah, nama ayah, alamat, kepemilikan ahrta kelahiran, nomor akta
kelahiran, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawinan/buku
nikah, kepemilikan akta perceraian, dan nomor akta perceraian kepada PIHAK KEDUA;

b, menyediakan jaringan komunikasi data untuk 1(satu) titik jaringan berbasiskanVirtuat
Private Network 0/PN) lP melaluifasilltasi dan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan
lnformatika Provinsi Sumatera Barat;

c. memberikan User lD kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggung
jawab PIHAK KEDUA;

d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan
perundang-u ndangan; dan

e. memberikan bimbin$an teknis dan pendampingan teknis irnplementasi pemanfaatan
l\llK, Data Kependudukan, dan KTp-elatas biaya Ftgnf KEDUA

PIFIAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
a- rnencanturnkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang

diterbltkan PlllAK KEDL,!A;
h. memberikan hak akses secara terbatas data dari dokumen yang dihasilkan sebagai

data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik pfgn6 KESA5U;c' 1"Tt#ylgi?Y3P. sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses
dariPIHAK KESATU;

d. memberikan layanan berbasiskan KTp-el;e' menyediakan tenaga teknis dan perangkat pernbaca KTF-el, sesual dengan spesifikasiyang diherikan PIHAK KESATU beCerta Kartu secare access madute;f' menyediakan dukungan anggaran untuk pelalrsanaan 
- 

nimningan teknls danpendampingan teknis implementasi pernanfaatan NtK, Data Kependud-ukan, dan KTp-el;g' membantu sosialisasi pemanfaatan'KlP-el'."luiui niuuia cetak dan/atau elektronik;dan
h' menjamln kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannyapenyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KEsAiu walaupunjangka waktu perjanjian Kerja samaini ierarr oerrr,hi;. 

- rr'r"r ^bvnr L

pasal 5
Hak PARA pil{AK

PIFIAK KESATU mempunyai hak untuk

: meng€wasi petaksanaan kewajiban ptHAK KEDUA;
b' rnendapatkan data balikan atas data kependudukannya telah diberi&ran FIFIAK KEsATuberdasarkaii perjanjian Kerja sama ini, guna merengt<api database kependudu;;;, ;;;c' mendapatkan jaminan-kerahasiaan, keutuhan clan-tebenaran data yang diterima dandiakses prHAK KED{IA, waraupuh' jangra 

-wrk,; ';iJr]rnjian 
Kerja $ama ini terahberakhir.

(2) PII-IAK KEDUA rnernpunyai hak untuk:
a' mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor KK, NlK,nama lengkap, jenis kelaniln, tempat rahir, tanggayb;lanltahun tahir,agama/kepercayaan, status pert<awinan,i;ir pekegaan, NIK ibu kandung, nama ibu

b.

(1)

(2)

(1)
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kandung, NtK ayah, nama ayah, alamat, kepemllikan akta kelahlran, nomor.-akta

kelahiral, kepernilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawjnan/iuku

nikah, kepemilit<an akta perceraian, dan nomor akta perceraian dari Pll"lAK I{E$ATII;

dan

b. rnendapatkan bimbingan teknis dan pendamplngan teknis pemanfaatan NIIK, Data

fependudukan, dan Nfp-el serta penggunaan perangkat pennbaca KTP'el, atas lriaya

PIHA}T KEDUA.

Pasal 6
Jangl<a Waktu

. Perjanlian Kerja Sama ini mulai berlaku se;lak ditandata.nganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh
PARA PIFIAK sampai dengan tanggal 25 Juni 2022'dan dapat diperpanjang atas persetujuan

PARA PIFIAK.

Eerakhirnya rt#?[, Kerja $ama

Perjanjian kerja Sama berakhir apabila:

a. jangka waktu Perjanjian Kerjh Sama telah selesai; atau
t). atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu

Perjanjian Kerja Sarna berakhir.

Keadaan *-*:??? ?u*r" Majeure)

(3") Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA Pll.lAK atau keadaan memaksa, dapat
dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sarna atas persetujuan FARA PIFIA${.

(2) Keadaan memalsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aclalah adanya kebijakan
pemerintah yang rnengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Ferjanjian Kerja
Sama inidan apablla terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PlFlAK.

Fasal I
penyelesaian persellsEham

(1) Apabila dikemudian hari timbui permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (i.) tidak tercapai,
maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal i.O
Evaluasi dari Felaporan

. (1) Plt{AK ${EDUA berkewajiban .membuat laporan berkala pemanfaatan NlK, Data
Kependudukan dan KTP-et per semester, bulan Juni untuk semester pertama cjan butan
Desember untuk semester kedua kepada PIFIAK KESATU dengan iembusan Direktur
Jenderat Kependudukan dan pencatatan sipil rlan Gubernur.

(2) PII{AK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NlK, Data Kependudukan dan KTp-el
secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sehagaimana dinraksud paOa ayat (1).

(3) PIFIAK ffiESATU dapat rnelakukan evaluasi pemanfaatan NlK, Data Kependudukan dan KTp-
el sewaktu-waktu.

(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan' lernhusan Menteri patam hlegeri melatui oirektur lenOerif X.penduOukan dan pencatatan
Sipi!.
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ffit#
(1) Dalam hal diperlun'.o..?o.uny, p"^i33?_1han atau pengurangan materi perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dirakurian perubahan utui.p"o[tri*, phn piliA;(z) Ferubahan sebagaimana dimaksud. 

_pada ayat (1) ;.;;ril;; 
- 

il; Adendum yang
,;. y1urylra1 bagian vang tidak terpisahkan o"ii periiriian Kerja sarna ini.(3) Ketentuan-ketentuan yang bersifatleknil orn op"n*,orriil,r*'Ju*runran perjanjianKerja Sama ini akan disusun Oatam petunjut< ie;i;. 

'*

pasal 12
. penutup

Demikian perjanjian Kerja Sama
materai cukup dan rnempunyai
PIHAK.

PTHAK xesnruf

. 
ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditoubuhikekuatan hukum yang sama ietuiir, oita-noatin6a;";dA

198809 X O0r.

./l

-.._tLI. !ovda!, $..E,6s., Rlrt
, NtP, 19661105.199403 I O05
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